BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI, NONKONSTRUKSI, DAN
KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Konstruksi,
Nonkonstruksi, dan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang...



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5570), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1166);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah Daerah
Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang 1116);

13. Peraturan...



Menetapkan :

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
1116);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KONSTRUKSI, NONKONSTRUKSI, DAN KONSULTANSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
Bupati adalah Bupati Tangerang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut.

Standar Harga Satuan Konstruksi, Nonkonstruksi, dan
Konsultansi adalah batas harga satuan tertinggi dalam
pengadaan barang dan jasa konstruksi, nonkonstruksi,
dan konsultansi yang berlaku pada Daerah dengan
mempertimbangkan  tingkat kemahalan  regional
Kabupaten Tangerang.

8. Pengadaan...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan oleh instansi
pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa
pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.

Harga Satuan Bahan, Upah, dan Sewa Alat adalah
harga yang harus dibayar untuk membeli atau
menyewa persatuan jenis bahan konstruksi atau
nonkonstruksi.

Harga Satuan Jasa Konsultansi adalah harga yang
harus dibayarkan untuk mendapatkan jasa layanan
profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di
berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir (brainware).

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menyelenggarakan tugas-tugas perbendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan
Perangkat Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah yang dipimpinnya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna
Anggaran.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
acuan dalam penentuan harga tertinggi dalam pengadaan
barang dan jasa konstruksi, nonkonstruksi, dan konsultansi
pada Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai:
a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan

anggaran belanja;

b. pedoman...
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b. pedoman bagi Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluran Pembantu dalam pelaksanaan pembayaran;
dan

c. batasan yang tertinggi untuk setiap pembayaran atas
beban APBD.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI,
NONKONSTRUKSI, DAN KONSULTANSI

Pasal 4

(1) Standar Harga Satuan Konstruksi, Nonkonstruksi, dan
Konsultansi meliputi:
a. standar Harga Satuan Bahan, Upah, dan Sewa Alat;
dan
b. standar Harga Satuan Jasa Konsultansi.

(2) Standar Harga Satuan Bahan, Upah, dan Sewa Alat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Standar Harga Satuan Jasa Konsultansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam hal terjadi kenaikan harga pasar atas beberapa
komponen unit harga yang telah diatur dalam Peraturan
Bupati ini, maka penetapan harga satuan biaya yang
dipergunakan dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa harus
melalui persetujuan tertulis kepala Perangkat
Daerah/Pengguna Anggaran.

Pasal 7

(1) Setiap pengeluaran uang untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Pengeluaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan
sah menurut ketentuan yang berlaku.

BAB...



BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam = Berita Daerah = Kabupaten
Tangerang.

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 2



